BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe perlu dilakukan
penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

19 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe.
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);
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10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Tahun 2021 Nomor 257);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 573);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2017 Nomor 234), diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Konawe.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
Konawe.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe.

Bupati adalah Bupati Konawe.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan
Daerah dan Kecamatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah
lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat

publik lainnya sesuai dengan ketentuan

ang berlaku.




10.

11.

12.

13;

14.

15.

16.

17.

18.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan latau E-purchasing.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pejabat Badan Usaha Milik Daerah adalah pejabat penyelenggara badan
usaha milik daerah yang terdiri dari direksi, komisaris dan pejabat
struktur lainnya.

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara
Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara,
baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan
atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara
Negara memangku jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen,
termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian
dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,
penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Konawe
untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam
bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta
kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK.

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara
kepada KPK.

Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada
dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara
Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi
kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada

Komisi.
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19. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara negara
kepada publik.

20. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan
LHKPN.

21. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instasi untuk

mengelola aplikasi E-LHKPN dilingkungan instansinya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga bunyi Pasal 2

selengkapnya sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Pejabat Eselon II;
d. Pejabat Eselon III;

e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

f. Kuasa Bendahara Umum Daerah;

g. Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah;

h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

[

Pejabat Badan Usaha Milik Daerah; dan

Penyelenggara  Negara tertentu atas permintaan Komisi

—.

Pemberantasan Korupsi.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni
pada saat :
a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;
b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
c. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

d. Masih menjabat.




(2)

(3)

(4)

(5)

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf ¢ wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya
jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa
jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per
tanggal 31 Desember tahun laporan.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam
jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang
berdasarkan  peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 4 dihapus.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) Ayat setelah Ayat (2)

yaitu Ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)

(3)

Pasal 5

Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. Nama;

o

Jabatan;

Instansi;

o o

Tempat dan tanggal lahir;

®

Alamat;

-

Identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan

anak tanggungan;

g. Jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta
kekayaan;

h. Besaran penerimaan dan pengeluaran;

1. Surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan

sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan

J- Surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

LHKPN merupakan dokumen milik negara.
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6. Ketentuan BAB III SANKSI Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

BAB III
SANKSI

Pasal 8

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak

menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan

sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri

atas:

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan;

b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12
(dua belas) bulan; dan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS.

7. Ketentuan BAB IV TATA CARA PENJATUHAN SANKSI Pasal 9 Ayat (2) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

\

|

|

|

BAB IV

Pasal 9

|

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan
Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan teriebih dahulu oleh Inspektorat
Kabupaten Konawe sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 22 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, 7 $&P/mpeh 2022

BUPAT K.‘ONAWE,

KERY SAIFUT KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha T T T
Pada tanggal, 7 ScARmMGN. 2022 | PARAF KOORD EA> ___
— “ O} NAMA / JABATAN PARAF|
KABUPATEN KONAWE L men 1P
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR : 6‘0‘{




